PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
STAF AHLI BUPATI -
- KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang " Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 22 Tentang Pemerintahan Daerah
dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu membentuk
organisasl dan tata kerja staf .ahll bupatl Kabupaten Aceh
Tamlang yang sesual dengan kebutuhan dan kemampuan
daerah; - :

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menctapkan dalam suatu Peraturan
Bupati;

Mengingat + 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahen
atas Undang-undang Nomor '8 Tahun 1999 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembarhn Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoneslia Nomor 3890),

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tenteng
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo
Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan
Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor i7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4176);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesla Nomor 4389);




. Undang-Undang ‘Nomor 32 Tahun 2004 tentang .

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia -
Tahun 2004 Nomor..125, Tambahan ‘Lembaran Negara
Republik Indonesla) " sebagaimana telah’ diubah dengan
Undang-lindang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan -
Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 20CS tentang Perubahan atas Undang-Undang ‘Nomor
32 ‘Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor .108, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

. Undang-Undang Nomor 33'Tah'un 2004 tenta“ng Perimbangan '

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeriritah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun :‘.004 Nomor
26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor+ 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4633);

Pératuran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembaglan Urusan Pefmeritahan, Antara Pemerintah,
Pemeritahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemeriitah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor €9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia:Nomor 4741); dan '

. Peraturan Menter! Dalam Negeri Petunujuk Teknls Fenataan

Organisasi Perangkat Daerah Nomor 57 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA STAF AHLI
BUPATI KABUPATEN ACEH TAMIANG.,

BAB I
KETENTUAN UNUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

i. Kabupaten Aceh Tamlang adalah bagian dari-daerah Provinsi sebagal  suatu
- kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur
‘dan mengurus sendirl urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
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' setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Rébublik Indonesna berdasarkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesla Tahun 1945,

2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamlang adalah penyelenggaraan urusan
~pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupatén Aceh Tamiang sesual dengan fungsi

- dan kewenangan masing-masing. :

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamlang selanjutnya disebut pemerintah
kabupaten, Aceh Tamiang adalah unsur penyclenggara pemerintahan daerah
kabupaten Aceh Tamlang yang terdirl darl bupati dan perangkat daerah.

4, Bupatl adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang diplllh melalui

~ suatu proses demokratls yang .dilakukan berdasarkan asas langsung, umum.,
\ S bebas, rahasia, jujur, dan adil.

‘5. ‘Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang
~ 6, Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tamlang

7. Sekretarlat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang
. selanjutnya disebut SETDA.

8. Sekretarls Daerah adalah Sekretaris. Daerah Kabupaten Aceh Tamlang, yang
selanjutnya disebut SEKDA.

9, Staf Ahli adalah staf ahli Bupati Aceh Tamiang yang berada di Imgkungan
‘ SEI‘DA 4

~ BABII
KEDUDUKAN DAN TUGAS -

' l"aSal 2

Staf ahli merupakan _'unsur staf bupati yang "berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati.’ '

Pasal 3
Staf ahli bertugas memberlkan telaahan fkajlan dan pertimbangan kepada bupati
mengenai masalah pemerintahan daerah sesual dengan bldang tugasnya.

Pasal 4

Untuk melak*\'anakan tugas sebagalmana ‘dimaksud dalam pasal 3, Staf ahll bupati
tberkewajlban membantu Bupati dalam menyusun kebljakan membaerikan telaahan
* mengenal langkah-langkah kongrit pada bldang hukum dan politik, pemerintahan,

~ pembangunan, kemasyarakatan dah Sumbet Daye Manusld Bafta FaRgenal
" ekonoml dan keuangan,

Pasal 5

(1) Staf ahli bupati ferdiri dari :'
a) Staf ahli Bidang Hukum dan Politik;
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b) Staf ahli Bidang Pemerintahan;
c) Staf ahli Bidang Pembangunan;.
d) Staf ahll Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusla, dan
e) Staf ahli Bldang Ekonomi dan Keuangén.
(2) Staf ahll sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

a) Staf ahli Bidang Hukum dan Politik bertugas memberikan telahaan
mengenal hukum dan politik;

b) Staf ahli Bidang Pemerintahan bertugas memberlkan telahaan mengenal
pemerintahan; :

¢) Staf ahll Bidang Pembangunan bertugas memberikan telahaan mengenal
pembangunan;

d) Staf ahll Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia bertugas
memberikan telahaan mengenai kemasyarakatan dan sumber daya

manusia; dan

e) Staf ahli bidang Ekonomi dan Keuangan bertugas membenkan telahaan
mengenai ekonomi dan keuangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya staf ahli dapat meminta informasi darl SKPD dan
lembaga daerah lainnya.

Pasal7

Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dlkoordmas[kan oleh
SEKDA

Pasal 8 '

Hubungan kerja staf -ahli dehgan Satuan kerja Perangkat  Daerah bersifat
konsultasl dan koordinasi.

BAB IIX
KEPEGAWAIAN

. Pasal 9
Staf ‘AhH diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 16
Eseion Jabatan pada Staf ahli adalah Eselon [I.b.
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BAB IV
PEM BIAYA‘A-N &

Pasal 11

"%éﬁ'éla 'f_'i’és’ré‘ vang dipetiukan bagl ﬁéfaksanaa“ﬁ“ tugas Staf ahli ‘dibebankan’:
. Eiq(é‘ﬁiada Anggaran Ppndapatan dan BelanTa Kabupaten (APBK) ‘Aceh Tamlang serta !
lstin ber-aumbm lain sesual denqan ketentuan Peraturan Perundang undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

maka segala ketentuan yang bertentangan
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mu'al’ berlaku.pada ta_nggal' dlundangkan.
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